BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR £2 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai
Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
6801);




6.

10.

11.

12,

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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16.
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22.

23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

3.

10.

11

12

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis;

Bupati adalah Bupati Bengkalis;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis;

Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkalis;

Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis; dan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
semula sebesar Rp3.342.715.704.834 (tiga triliun tiga ratus
empat puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus
empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah
sebesar Rp1.370.881.279.596,22 (satu triliun tiga ratus tujuh
puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus
tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh enam koma
dua  puluh dua rupiah) sehingga  menjadi Rp4
Rp4.663.596.984.430,22 (empat triliun enam ratus enam puluh
tiga miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus
delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh koma dua
puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah:
a. Semula Rp3.217.264.617.959
b. Bertambah Rp1.439.721.024.494
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp4.656.985.642.453
2. Belanja Daerah:
a. Semula Rp3.292.715.704.834
b. Bertambah Rp1.370.881.279.596,22
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp4.663.596.984.430,22
3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula Rp125.451.086.875

2. Berkurang Rp(118.839.744.897,78)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp6.611.341.977,22
b. Pengeluaran Pembiayaan:

1. Semula Rp50.000.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp(50.000.000.000)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
RpO

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp6.611.341.977,22

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
RpO

Pasal 3

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:



1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III
4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII
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Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas Alam/
tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
dan

Sinkronisasi = Kebijakan  Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. V



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Qktober 2925

BUPATI BENGKALIS,

3

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Qktober 2025
SEKRETARIS DAE KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 43



SEBELUM

SESUDAH

KODE URAIAN b cieprp e NINLAH &) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5

6.1.05 Fone i R TR MR 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
6.1.05.05 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
6.1.05.05.02 Egggg‘s‘fa“ Kembell Dana Bergulir kepada 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
6.1.05.05.02.0001 Eg;:;g:iaa“ SHR Erne B kpaca 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 125.451.086.875,00 6.611.341.977,22 -118.839.744.897,78
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
6.2.02.02 z‘;?kyg’;:?:h"’('gﬂa&g?emh A B Ueahe 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00

Pembiayaan Netto 75.451.086.875,00 6.611.341.977,22 .68.839.744.897,78

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00

6.3

Berkenaan (SILPA)

SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 09:59:59

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

KASMARNI

Halaman 35




Sisa Belanja Bantuan

6.1.01.05.04.0002 | Keuangan-Bantuan Keuangan antar 8.697.576.077,00 358.328.408,66 -8.339.247.668,34
Daerah Provinsi
Penerimaan Kembali Pemberian
6.1.05 Pitgation Dok 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
6.1.05.05 Penerimaan Kembali Pinjaman 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
PESEEEEE kepada Koperasi PR e d
Penerimaan Kembali Dana
6.1.05.05.02 Begulr kepade Koperas 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
6.1.05.05.02.0001 Penerimaan Kembali Dana 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
s Bergulir kepada Koperasi - e ’
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada
6.2.02.02 Badan Usaha Milk Daerat (BUMD) 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
6.2.02.02.01 BUMI:'; snysraan Modal Dasrah pada 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00

pada BUMD

SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 12:45:24

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

KASMARNI

Halaman 1342
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Lampiran VIl : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
DATA LAPORAN KOSONG

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

%

KASMARNI

Halaman 1
SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 11:12:30 alaman
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Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI|, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7

DATA LAPORAN KOSONG

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

%

KASMARNI

SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 11:15:15 Halaman 1




